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WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

a. bahwa untuk melaksanakan  kebijakan dan

petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan
pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan
acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerimntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan :

-5 .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
Kepala Daerah adalah Wali Kota Tasikmalaya.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tasikmalaya.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
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tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah
daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan
APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk
mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman
dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk
mewujudkan keseragaman dalam pembuatan dokumen-
dokumen APBD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pedoman
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 4

(1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan

kebijakan pemerintah pusat;

prinsip penyusunan APBD;

kebijakan penyusunan APBD;

teknis penyusunan APBD; dan

hal khusus lainnya.

(2) Pedoman Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

(3) APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan
kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon
anggaran sementara berupa target dan kinerja program
dan kegiatan yang tercantum dalam rencana Kkerja
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Pemerintah Daerah.

(4) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem
informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan organisasi yang diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
pendapatan, belanja dan pembiayaan pada APBD
Tahun Anggaran 2023 atas pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah dituangkan dalam program,
kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun
Anggaran 2023, memprioritaskan alokasi anggaran yang
memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 31 Oktober 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

UHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 57 Oktober 2022

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR /¢



